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ABSTRAK

ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJA KARYAWAN KONTRAK
(OUTSOURCING)
(Studi Kasus Di PT. Industri Karet Nusantara)

OLEH
ARIZA FAHMI
NPM : 05 840 0079
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan skripsi ini yaitu tentang pelaksanaan perjanjian kerja secara
outsourcing dalam lapangan pekerjaan dengan mengadakan penelitian di di PT.
Industri Karet Nusantara. Menariknya pembahasan atas perjanjian penempatan
tenaga kerja secara outsourcing, karena perjanjian penempatan tenaga kerja
secara outsourcing diadakan oleh pemberi kerja kepada penerima pekerjaan
dengan beberapa tahapan. Perjanjian kerja juga memberikan suatu sebab akibat
kepada para pihak untuk melakukan prestasi, serta melakukan tuntutan
wanprestasi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dan
mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya.

Permasalahan yang dijadikan objek penelitian ini adalah bagaimana
proses perjanjian kerja secara outsourcing menurut Undang-undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bagaimana kedudukan tenaga kerja
yang dikontrak kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara
kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di PT. Industri Karet
Nusantara.

Hasil penelitian menjelaskan proses perjanjian kerja secara outsourcing
menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT.
Industri Karet Nusantara Medan diawali dengan adanya perjanjian kerja terlebih
dahulu antara perusahaan yang melakukan penempatan kerja dengan tenaga kerja
secara orang perseorangan. Sedangkan untuk tingkat selanjutnya penempatan
tenaga kerja pada suatu perusahaan didahului pula dengan perjanjian antara
perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang di outsourcing dengan
perusahaan mitra kerjanya yang melakukan usaha outsourcing. Hal ini sesuai
dengan Pasal 56 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Kedudukan tenaga kerja yang dikontrak karya menurut Undang-undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perusahaan PT. Industri Karet
Nusantara Medan adalah semata-mata sebagai tenaga kerja tidak tetap atau
pekerja untuk jangka waktu tertentu dengan kesepakatan kerja waktu tertentu.
Sedangkan hubungan kerja yang terjadi adalah hubungan adalah semata-mata
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Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di lain pihak, membuat
pertumbuhan ekonomi semakin penting.

Propinsi Sumatera Utara khususnya, menurut data statistik yang bersumber
dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, diperoleh pertumbuhan angkatan kerja
tahun 2004 — 2009 sebesar 2,97% pertahun. Hal ini berarti laju pertumbuhan
angkatan kerja lebih besar daripada laju pertumbuhan kesempatan kerja yang
tersedia pada periode tahun yang sama.

Kondisi ini mengakibatkan tenaga kerja melakukan pilihan sulit untuk
menjadikan dirinya potensial bagi dirinya sendiri maupun keluarga, sehingga
berbagai alternatif diupayakan agar tenaga kerja dapat memfungsikan dirinya.
Salah satu upaya tersebut adalah melalui penempatan tenaga kerja secara
outsourcing. Penempatan tenaga kerja secara outsourcing adalah suatu tindakan
dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa ketenagakerjaan dimana
tenaga kerja ditempatkan oleh perusahaan tersebut pada suatu bidang pekerjaan
tertentu seperti: satpam, tenaga administrasi, sekretaris dan lain sebagainya
sedangkan hal-hal yang diakibatkan: oleh pekerjaan tersebut seperti upah, gaji,
dan lain-lainnya ditanggung oleh perusahaan jasa tenaga kerja tersebut, meskipun
demikian tenaga kerja tersebut tunduk pada peraturan perusahaan dimana ia
bekerja.

Penempatan tenaga kerja secara outsourcing tidak sedemikian saja terjadi

tetapi terlebih dahulu dimulai dari adanya kesepakatan kerja antara perusahaan

uNPERROIPAtaR Ekej@ AdeRgan perusahaan penerima tenaga kerja, dan antara
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perusahaan penempatan kerja dengan si pekerja sendiri. Kesepakatan dalam hal
ini adalah perjanjian yang menerangkan tentang hak dan kewajiban masing-
masing pihak yang terlibat dalam hal penempatan tenaga kerja secara
outsourcing.

Perjanjian dalam Hukum Indonesia, yaitu Burgelijk Wetboek (BW) disebut
overeenkomst yang bila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti perjanjian.
Perjanjian merujuk kepada suatu pemikiran akan adanya keuntungan komersial
yang diperioleh kedua belah pihak. Sedangkan perikatan dapat saja berarti social
agreement yang belum tentu menguntungkan kedua belah pihak secara
komersial.

Salah satu sebab mengapa perikatan oleh banyak orang selalu dapat
dipersamakan dengan perjanjian adalah karena dalam pengertian perjanjian
sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kata
perjanjian dibuat secara tertulis. Pengertian perjanjian dalam Pasal tersebut hanya
menyebutkan sebagai suatu perbuatan dimana 1, (satu) orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.

Menariknya pembahasan atas perjanjian penempatan tenaga kerja secara
outsourcing, karena perjanjian penempatan tenaga kerja secara outsourcing
diadakan oleh pemberi kerja kepada penerima pekerjaan dengan beberapa
tahapan. Perjanjian kerja juga memberikan suatu sebab akibat kepada para pihak

untuk melakukan prestasi, serta melakukan tuntutan wanprestasi apabila salah

UN$etrpifnak tidakamelakeanakan prestasinya dan mengakibatkan kerugian kepada
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pihak lainnya.

Sebagaimana diterangkan di atas untuk sahnya sebuah perjanjian maka
dibutuhkan kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut dengan
membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda persetujuan perjanjian tersebut
telah memiliki kekuatan hukum. Kapankah perjanjian tersebut mengikat dan
bagaimana kekuatan penandatangan atas perjanjian tersebut merupakan suatu
hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut.

Selain keadaan sebagaimana dijelaskan di atas perjanjian kerja secara
outsourcing juga memberikan kondisi kurangnya pelaksanaan jaminan sosial atas
diri pekerja yang dikontrakkan. Hal ini disebabkan karena dari hasil penelitian
pendahuluan tenaga kerja yang ditempatkan secara outsourcing tidak diberikan
jaminan sosial tenaga kerja. Kondisi ini berarti mengkondisikan tenaga kerja tidak
pada haknya dan memberikan kondisi keuntungan kepada pihak sub kontraktor

atau perusahaan yang menempatkan tenaga kerjanya tersebut.

A. Pengertian dan Pehegasan Judul

Adapun skripsi ini berjudul “Aspek Hukum Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak
(Outsourcing) di PT. Industri Karet Nusantara”. Agar tidak menimbulkan
perbedaan pendapat dalam hal menafsirkan judul di atas maka berikut ini akan
diuraikan pengertian judul tersebut secara etimologi.

- Aspek Hukum berarti suatu telaah dari segi hukum terhadap suatu objek.

uNTVERSTiRRiaeKaiaradalah kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja
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E.

Tujuan Pembahasan

Tujuan penulis dalam membahas permasalahan tulisan atau skripsi ini

adalah sebagai berikut :

1.

Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas tentang perjanjian
kerja secara outsourcing.

Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan
terhadap identifikasi dari hukum dan pelaksanaan serta hendaknya
bermanfaat bagi lingkungan ketenagakerjaan perihal perjanjian kerja secara

outsourcing.

Metode Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data

yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi

suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain

dipergunakan : 4

1. Penelitian Kepustaan (Library Research)
Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang masih
bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat,
maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang langsung

dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di PT. Industri Karet Nusantara

dengan melakukan wawancara.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai

berikut:

Bab I.

PENDAHULUAN
Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan
Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa,

Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika

Penulisan.

Babll. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA
Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pula tentang : Pengertian
Perjanjian, Perjanjian Kerja serta Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kerja.

Bab Ill. TINJAUAN UMUM TENTANG OUTSOURCING
Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Sejarah
Outsourcing, Pengertian Outsourcing serta Sumber Hukum
Outsourcing.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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BabIV. HUKUM PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DI PT. INDUSTRI
KARET NUSANTARA
Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Proses Perjanjian Kerja Secara
Outsourcing Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan di PT. Industri Karet Nusantara serta Kedudukan
Tenaga Kerja Yang Dikontrak Kerja Menurut Undang-undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Industri Karet Nusantara.
BabV. KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan

saran.
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kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Pihak yang satu memperoleh hak/recht dan pihak sebelah lagi memikul
kewajiban/plicht menyerahkan/menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau
voorwerp dari verbintenis. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan
berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum
perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai
schuldeiser atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan
sebagai schuldenaar atau debitur.

Karakter hukum kekayaan/harta benda ini bukan hanya terdapat dalam hukum
perjanjian. Malahan dalam hubungan keluarga, hukum kekayaan mempunyai
karakter yang paling mutlak.

Akan tetapi seperti yang telah pernah disinggung di atas, karakter hukum
kekayaan dalam harta benda keluarga adalah lahir dengan sendirinya, semata-
mata karena ketentuan undang-undang. Vermogenrecht/hukum kekayaan yang
bersifat pribadi dalam perjanjian/verbintenis baru bisa tercipta apabila ada
tindakan hukum/rechthandeling.

Sekalipun yang menjadi; objek atau vorrwerp itu merupakan benda, namun
hukum perjanjian hanya mengatur dan mempermasalahkan hubungan
benda/kekayaan yang menjadi objek perjanjian antara pribadi tertentu (bepaalde

persoon).
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Sedangkan apabila perjanjian tersebut dibuat tidak berdasarkan bahasa Indonesia
maka dikhawatirkan adanya kesalahan dalam pemahaman isi perjanjian kerja

secara outsourcing tersebut.

C. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kerja
Para pihak dalam perjanjian kerja terdiri dari 2 yaitu majikan dan buruh

(pekerja). Berikut ini akan diuraikan tentang para pihak tersebut.

1. Tenaga Kerja

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan, “Tenaga
kerja adalah : setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan
barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk
masyarakat”.

Pengertian tenaga kerja menurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang
bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja, dengan alat produksi utamanya
dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik tenaga fisik maupun
pikiran.

Ciri khas dari hubungan'kerja tersebut di atas ialah bekerja di bawah perintah
orang lain dengan menerima upah.

Tiap-tiap negara memberikan batas umur yang berbeda-beda terhadap tenaga
kerjanya:

Di Indonesia dipilih batas umur minimum 10 tahun tanpa batas umur
UNIVERSKsWIHDANSA8&Mgkan negara-negara lain  seperti India misalnya
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menggunakan batasan umur 14 tahun sampai 60 tahun. Jadi tenaga kerja
adalah penduduk yang berumur 14 tahun sampai 60 tahun, sedangkan orang
yang berumur di bawah 14 tahun atau di atas 60 tahun digolongkan sebagai
bukan tenaga kerja.

Amerika Serikat mula-mula menggunakan batas umur minimum 14 tahun,
tanpa batas umur maksimum. Kemudian sejak tahun 1967 batas umur
dinaikkan menjadi 16 tahun. Jadi di Amerika Serikat, yang dinamakan tenaga
kerja adalah penduduk yang berumur 16 tahun atau lebih, sedang mereka
yang berumur di bawah 16 tahun tergolong sebagai bukan tenaga kerja."®

Sementara Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

tidak memberikan kepastian tentang batas umur tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat

dari isi Pasal 68 yang berbunyi “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.

Tetapi kemudian diterangkan dalam Pasal 69 bahwa :

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi
anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas)
tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu

perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. izin tertulis dari orang tua atau wali;

perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
keselamatan dan kesehatan kerja;

adanya hubungan kerja yang jelas; dan

g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

-0 Qo000

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, f dan g

dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Dengan isi Pasal 69 di atas maka dapat dipahami bahwa Undang-Undang No.

13 Tahun 2003 memuat batasan umur pekerja paling rendah adalah 13 tahun, dan
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penghargaan.

Berdasarkan prinsip inilah kepada tiap tenaga kerja diberikan kebebasan
memilih pekerjaan yang sesuai. Dalam hubungan ini harus dilaksanakan untuk
membantu tenaga kerja dalam mengadakan penyesuaian pekerjaan.

c. Tiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejujuran untuk

memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan kerja, sehingga
potensi dan daya kreasinya dapat dikembangkan dalam rangka mempertinggi
kecerdasan dan keterampilan kerja sebagai bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari pembinaan bangsa.
Hal ini diperlukan karena untuk pembangunan ekonomi pada umumnya,
industri pada khususnya, diperlukan tenaga kerja yang mempunyai
keahlian/kejujuran, karena keterampilan kerja akan memungkinkan tercapainya
efisiensi, dan peningkatan produktivitas kerja. Karena tanpa adanya efisiensi
kerja akan mencapai sasaran dan mengakibatkan merosotnya hasil produksi
serta penghamburan dana , tenaga dan waktu.

d. Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan,
kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai
dengan martabat manusia dan moral agama.

Maksudnya supaya aman di dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dalam
rangka meningkatkan produksi dan produktivitas nasional, maka tenaga kerja
harus dilindungi dalam pelbagai persoalan di sekitarnya yang dapat
mengganggu dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Keselamatan meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin,
pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, keadaan tempat kerja
dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Sedangkan
kesehatan disini dimaksudkan sebagai pemeliharaan kesehatan tenaga kerja
yang dilakukan dengan pemberian pengobatan, perawatan tenaga kerja yang
sakit, mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi
syarat hygienis perusahaan dan kesehatan kerja untuk pencegahan penyakit,
baik sebagai akibat pekerjaan maupun penyakit umum.

e. Tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga
kerja.

Perserikatan tenaga kerja atau yang sekarang disebut serikat kerja periu
diadakan untuk melindungi dan memeperjuangkan kepentingan tenaga kerja.

Serikat pekerja merupakan kekuatan sosial yang mempunyai fungsi sosial
dalam usaha mencapai masyarakat Pancasila Pembentukan Serikat Pekerja
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juridis saja. Tetapi juga diukur secara sosiologis dan filosofis.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan perintah atau larangan dan
memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan itu baik dengan tidak sah
atau batalnya perbuatan yang melanggar peraturan tersebut maupun dehgan
hukuman kurungan atau denda.

Dengan demikian maka hukum ketenagakerjaan dapat bersifat
privat/perdata dan dapat pula bersifat publik. Dikatakan bersifat perdata karena
hukum ketenagakerjaan itu mengatur pula hubungan antara orang perorangan
dalam hal ini antara buruh dengan majikan dimana dalam hubungan kerja yang
dilakukan memuat suatu perjanjian yang lazim disebut perjanjian kerja, sedangkan
ketentuan mengenai perjanjian ini diatur dalam Buku 1l KUH Perdata.

Di samping bersifat perdata seperti disebutkan di atas hukum perburuhan
juga bersifat publik karena :

1. Dalam hal-hal tertentu pemerintah ikut campur tangan dalam menangani
masalah-masalah perburuhan atau ketenagakerjaan, misalnya dalam
penyelesaian perselisihan perburuhan atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

2. Adanya sanksi pidana dalam setiap peraturan perundang-undangan.
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tahun 2003, yakni dengan keluarnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

Undang-undang ini telah mengatur bidang-bidang yang memungkinkan
untuk di-outsorce, yaitu bagian-bagian yang tidak berkaitan dengan bisnis inti.
Melalui peraturan tersebut, pada tahun 2003 telah mulai tumbuh kesadaran
perusahaan-perusahaan besar untuk menggantikan tenaga kerja yang tidak
berhubungan langsung dengan bisnis inti. Melalui peraturan tersebut, pada tahun
2003 telah mulai tumbuh kesadaran perusahaan-perusahaan besar untuk
menggantikan tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti
perusahaan, seperti satpam, akunting dan lain-lain.

Namun demikian, kendati telah diketahui bahwa pemanfaatan outsourcing
secara ekonomi memberi banyak keuntungan, ternyata sampai sekarang
pemanfaatannya di bidang ketenagakerjaan sekaligus menjadi kendala adalah
kesulitan dalam pengalihan tenaga kerja yang bekerja pada bagian yang akan di-

oursource.

B. Pengertian Outsourcing

Outsourcing adalah penempatan tenaga kerja dalam negeri oleh suatu
perusahaan jasa ketenagakerjaan dimana si pekerja terikat dengan peraturan
dimana ia bekerja sedangkan pemmasalahan-permasalahan akibat dari

pekerjaannya tersebut seperti gaji, upah, intensif dan lain sebagainya diurus oleh
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produk/jasa tertentu untuk kepentingan perusahaan lainnya. Dengan demikian,
perusahaan yang kedua tidak mempunyai hubungan kerja langsung dengan
tenaga kerja yang bekerja padanya, hubungan hanya melalui perusahaan
penyedia tenaga kerja.

Istilah outsourcing tidak ditemukan secara langsung dalam Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 65 Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 hanya dikatakan “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian
pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara
tertulis”.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka outsourcing atau yang disebut
dengan perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dikategorikan dalam dua
kelompok, yaitu: penyerahan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan kepada
perusahaan lain untuk dikerjakan di tempat di perusahaan lain tersebut, atau
penyediaan jasa pekerja oleh perusahaan penyedia jasa pekerja, yang
dipekerjakan pada perusahaan lain yang membutuhkan. Yang pertama titik
beratnya terletak pada protuk kebendaan, sedangkan yang kedua lebih pada
orang-perorangan yang jasanya dibutuhkan.

Penempatan tenaga kerja secara outsourcing disebabkan kebutuhan akan
lapangan pekerjaan yang sedemikian tinggi, yang tidak diikuti oleh tingkat

penyediaan lapangan kerja baru. Sementara di sisi yang lain pertumbuhan

UN;%EB&HT&S 1V&l?gm\ls@agﬁﬂkian besar memberikan akibat semakin sempitnya
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kompetisi memasuki lapangan kerja dan murahnya ongkos dari tenaga kerja
tersebut.

Efektivitas tersebut kian terasa disebabkan kebutuhan perusahaan juga
melibatkan dirinya dalam bentuk outsourcing. Perusahaan secara umum ingin
efektivitas produktivitas tenaga kerjanya dapat berjalan dengan baik tanpa harus
bersusah-susah melakukan seleksi atas tenaga kerjanya. Keadaan tersebut
memberikan akibat perusahaan harus melakukan sistem outsourcing terhadap
pegawainya, karena dengan sistem tersebut perusahaan menghindari dirinya dari
kewajiban-kewajiban terhadap tenaga kerja, seperti jaminan kecelakaan kerja,
jaminan kesehatan kerja dan lain sebagainya.

Pelaksanaan penempatan tenaga kerja secara outsourcing memberikan
tanggungjawab terhadap hak-hak pekerja oleh perusahaan yang melakukan
penempatan tenaga kerja tersebut sementara perusahaan dimana tenaga kerja
ditempatkan hanya memiliki hubungan kerja dengan perusahaan outsourcing
semata. Jadi dalam hal ini ada pengalihan risiko antara perusahaan dimana
tenaga kerja bekerja dengan perusahaan dimana si tenaga kerja memiliki

keterikatan dalam bidang keténagakerjaan.

C. Sumber Hukum Outsourcing.
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa disebut sebagai
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outsourcing. Undang-Undang ini telah ada sejak zaman Belanda.

KUH Perdata merupakan tangga awal pengaturan pekerjaan pemborongan,
yang secara khususnya difokuskan pada obyek tertentu. Ketentuan KUH Perdata
tersebut diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata, yang secara luas mengatur
tentang perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.

Dalam Pasal 1601 a disebutkan, perjanjian perburuhan adalah perjanjian
dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya di bawah perintah
pihak yang lain, si majikan, untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan
dengan menerima upah. Ketentuan Pasal 1601 a dan pasal-pasal lainnya dalam
KUH Perdata yang mengatur hubungan ketenagakerjaan, telah dinyatakan tidak
berlaku sejak keluarnya Undang-Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemborongan pekerjaan, dalam Pasal
1601 b yakni sebagai perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong
mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain,

pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

b. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat
disebut sebagai suatu kodifikasi dari berbagai ketentuan ketenagakerjaan yang

sebelumnga terpisah-pisah. Sebelum Undang-Undang ini berlaku, ada sekitar 15
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ordonansi dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku untuk mengatur persoalan
ketenagakerjaan. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ini,
maka ke-15 ordonansi/peraturan tersebut telah dinyatakan tidak berlaku.

Meskipun di dalamnya tidak pernah ditemukan kata outsourcing secara
langsung, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 merupakan tonggak baru yang
mengatur dan melegalisasi masalah outsourcing. Istilah yang dipakai dalam
undang-undang tersebut adalah perjanjian pemborongan pekerjaan atau
penyediaan jasa pekerja/buruh. Istilah tersebut diadopsi dari istilah yang dipakai
dalam KUH Perdata, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Ketentuan yang mengatur outsourcing ditemukan dalam Pasal 64 sampai
dengan Pasal 66 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Dalam Pasal 64
disebutkan “perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan
perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan
jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”. Oleh karena ketentuan pasal
tersebut lebih merupakan pilihan bebas, maka pemanfaatan outsourcing bukanlah
sesuatu yang wajib melainkan terserah pada perhitungan-perhitungan untung rugi

pengusaha.
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ketenagakerjaan. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ini,
maka ke-15 ordonansi/peraturan tersebut telah dinyatakan tidak berlaku.

Meskipun di dalamnya tidak pernah ditemukan kata oufsourcing secara
langsung, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 merupakan tonggak baru yang
mengatur dan melegalisasi masalah outsourcing. Istilah yang dipakai dalam
undang-undang tersebut adalah perjanjian pemborongan pekerjaan atau
penyediaan jasa pekerja/buruh. Istilah tersebut diadopsi dari istilah yang dipakai
dalam KUH Perdata, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Ketentuan yang mengatur outsourcing ditemukan dalam Pasal 64 sampai
dengan Pasal 66 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Dalam Pasal 64
disebutkan “perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan
perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan
jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”. Oleh karena ketentuan pasal
tersebut lebih merupakan pilihan bebas, maka pemanfaatan outsourcing bukanlah
sesuatu yang wajib melainkan terserah pada perhitungan-perhitungan untung rugi

pengusaha.
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses perjanjian kerja secara outsourcing menurut Undang-undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Industri Karet Nusantara
Medan diawa!i dengan adanya perjanjian kerja terlebih dahulu antara
perusahaan yang melakukan penempatan kerja dengan tenaga kerja.
secara orang perseorangan. Sedangkan untuk tingkat selanjutnya
penempatan tenaga kerja pada suatu perusahaan didahului pula dengan
perjanjian antara perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang di
outsourcing dengan perusahaan mitra kerjanya yang melakukan usaha
outsourcing. Hal ini sesuai dengan Pasal 56 Undang-undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Kedudukan tenaga kerja yang dikontrak karya menurut Undang-undang No.
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perusahaan PT. Industri
Karet Nusantara Medan adalah semata-mata sebagai tenaga kerja tidak
tetap atau pekerja untuk jangka waktu tertentu dengan kesepakatan kerja
waktu tertentu. Sedangkan hubungan kerja yang terjadi adalah hubungan
adalah semata-mata dengan perusahaan yang melakukan usaha

outsourcing.

univeBsMelihat:kepada pesisi para pihak yang berbeda ketika membuat perjanjian,
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pihak pekerja yang menandatangani perjanjian baku tidak mempunyai
kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam
menentukan isi perjanjian yang ditandatanganinya sehingga tidak terlihat
adanya real bargaining (permintaan atau permohonan yang nyata) antara
pekerja dengan pihak pengusaha, keinginan dan kepentingan pekerja
kurang diperhatikan.

Dengan tidak adanya kebebasan pekerja untuk menentukan isi perjanjian
baku ini, hal itu jelas tidak memenuhi unsur-unsur yang dikehendaki Pasal

1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata.

B. Saran

1. Dengan adanya pengaturan outsource berdasarkan UU no. 13 tahun 2003
hal ini banyak dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menjalankan praktek
“Mafia Tenagakerja”. Dengan dalih penciptaan lapangan kerja tapi faktanya
adalah perekrutan tenaga kerja berkemampuan keahlian/skill tertentu tanpa
jaminan masa depan. Hal ini tentunya sangat merugikan pekerja yang
tentunya mencari pekerjaan untuk meningkatkan taraf ekonomi.

2. Pemerintah harus menghilangkan pengaturan outsource dengan
melakukan perubahan pada UU no. 13 tahun 2003 atau minimal membuat
regulasi tentang penggunaan tenaga kerja outsource hanya diperbolehkan
untuk pekerjaan musiman (seperti membajak sawah dan sebagainya) atau

UNIVERSIFARMEBAN AfF Anasa pengerjaannya dibawah 3 bulan dan tidak dapat
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